WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

-
-

Menimbang: bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (9) dan
ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Program dan Kegiatan Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kendari dalam rangka
penyusunan APBD.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Kendari (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4355);

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



(45

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman

11,

12.

13,

14.

133:

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomeor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

19.

20.

£

22,

tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kota
Kendari Tahun 2007 Nomor 12}.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 08 Tahun 2018 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2017 - 2022 Kota Kendan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM DAN
KEGIATAN ORGANISASI PERANGHKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KOTA KENDARI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

;

Daerah adalah Kota Kendari



10.

13,

12,

13.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagal unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yvang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

Walikota adalah Walikota Kendari

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yvang selanjutnyva
disingkat Bappeda

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) Tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat
RTEW adalah rencana pola ruang wilayah, penetapan
kawasan stategis, arah pemanfaatan ruang wilayah, dan
ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku
pengguna Anggaran /| Pengguna Barang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan vyang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah wuntuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnyva masa jabatan Kepala Daerah.
Rencana strategis SKPD vyang selanjutnya disebut dengan
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk
periode 5 (lima) tahun.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan
APBD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yvang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input)] untuk menghasilkan keluaran (Output)
dalam bentuk barang /jasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yvang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program priorilas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.



22. Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah adalah
serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, yang
merupakan bagian dari percepatan Pencapaian Visi Misi
Kepala Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan OPD
Lingkup Pemda Kota kendari meliputi :

Uraian Pedoman penyusunan APBD Kota Kendari ;

Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah,
dan

Kode Rekening Penganggaran yang memuat Daftar Kode Program
dan Kegiatan Perangkat Daerah menurut urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi.

Pasal 3

(1) Sistematika uraian Pedoman penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a, meliputi:
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dengan Kebijakan

Pemerintah;

b. Prinsip Penyusunan AFPED;
c. Kebijakan Penyusunan AFBD;
d. Teknis Penyusunan APBD; dan
e. Teknis Penyusunan RKA-OPD dan RKA-PPKD,

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf b terdin atas :

a. RPJPD:
b. RPJMD: dan
c. RKPD;

(3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 huruf b terdiri atas :
a. Renstra Perangkat Daerah; dan
b. Renja Perangkat Daerah ;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan
sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk
20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
RPJPN dan RTRW.

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yvang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
merupakan penjabaran dari RPJMD yvang memuat rancangan
kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah,
serta rencana Kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun vang disusun dengan berpedoman pada RKP dan
program strategis nasional yvang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayvat (3) hurufl a memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yvang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran vyang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD.



BAB III

PERUMUSAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN OFPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pasal 6

Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah
dirumuskan dalam penyusunan RPJMD, penyusunan RKPD
berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program
pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan
pembangunan Daerah lainnya.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja
pembangunan Daerah, BAPPEDA menyusun daftar program,
kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan
pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Walikota

Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat
Daerah.

Daftar program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan
perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

Pasal 7

Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah
bersumber dari APBD.

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi
masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain
dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yvang sah.

Pasal 8

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus

konsisten dengan program dan kegiatan vang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.



BAB IV
KODE REEENING PENGANGGARAN

Pasal 9

(1) BSetiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang
dicantumkan dalam APBD menggunakan kode wurusan
pemerintahan daerah dan kode organisasi.

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang
digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun
pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian
obyek vang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode
program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode
obvek dan kode rincian obyek.

(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada
avat (1), avat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan

kode anggaran vang disebut kode rekening.

Pasal 10

Daftar Kode Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
menurut urusan Pemerintahan Daerah dan  Organisasi
sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 4 adalah kode rekening
rincian objek belanja Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan
karakteristik daerah serta keselarasan penyusunan statistik

keuangan negara.

Pasal 11

Daftar Kode Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota

ini.



BABYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari
- pada tanggal 10 -7- 2019
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal \0 - 7- 2019
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SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

/me

NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2019 NOMOR 27
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